HUT Jatim, Pemprov Bebaskan Sanksi Administratif PKB-BBNKB

llustrasi: antaranews.com

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan sanksi
administratif’ terkait Pajak Kendaraan Bermotor’ (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor® (BBNKB) serta pembebasan pokok Bea Balik Nama (BBN) kedua® dan
seterusnya.

"Ini sebagai wujud pemberian kemudahan dalam pelayanan serta meringankan beban
masyarakat setempat,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor
Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu.

Program tersebut dalam rangka peringatan HUT Ke-74 Pemprov Jatim dan digelar
selama hampir tiga bulan, yakni mulai 23 September 2019 hingga 14 Desember 2019.

Tujuan lainnya, kata dia, sebagai upaya membantu rakyat Jatim memenuhi
kewajibannya dalam pembayaran PKB dan BBNKB, penerimaan negara bukan pajak,
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan pengesahan surat tanda nomor
kendaraan setiap tahun.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Boedi Prijo
Soeprajitno menjelaskan dasar kebijakan pembebasan sanksi terkait PKB yakni mendorong
masyarakat semakin taat membayar pajak.

Selain itu, kata dia, mendongkrak penerimaan piutang PKB sebesar Rp374 miliar atau
1.911.240 objek kendaraan roda dua serta roda empat.

! Sanksi administratif adalah bunga dan/atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak atas keterlambatan
atau kekurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

? PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

* BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

* BBN kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua (kendaraan yang
bukan merupakan kendaraan baru/telah dimiliki atas nama pihak lain sebelumnya)
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"Lalu untuk update akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor,"” ucapnya
didampingi Kepala Cabang Jasa Raharja Jawa Timur Suhadi.

Di tempat sama, Direktur Lantas Polda Jatim Kombes Pol Budi Indra Dermawan
mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik, terlebih pembayaran
pajak bisa dilakukan secara online®.

"Saya harap masyarakat datang di waktu yang ditentukan. Bisa secara online karena
sudah terintegrasi. Semoga kebijakan ini bisa menimbulkan kesadaran pajak masyarakat,"
kata perwira menengah polisi tersebut.

Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

3. https://jatim.antaranews.com/berita/318814/hut-jatim-pemprov-bebaskan-sanksi-
administratif-pkb-bbnkb

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mengatur ketentuan sebagai berikut.
a. Pasal 2 Jenis pajak provinsi diantaranya:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Pasal 5 Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua)
unsur pokok:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran
lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

c. Pasal 6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu
persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan
secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

d. Pasal 11 Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual

Kendaraan Bermotor

e. Pasal 12 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi :

1. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan

2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

f. Pasal 96 Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan

Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau

dokumen lain yang dipersamakan.

> Pembayaran pajak secara online di Jawa Timur dapat dilakukan melalui situs www.esamsat.jatimprov.go.id
dan dapat dibayarkan melalui ATM, teller bank, dan transaksi elektronik melalui jaringan bank yang ditunjuk
tanpa harus melalui Kantor Samsat.
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g. Pasal 100:
a. Ayat (1) huruf a Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Ayat (3) SKPD vyang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan
ditagih melalui STPD.
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